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TERTANG

PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL
PAJAK DAERAH PROVINSI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA
PEMERINTAE KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang ra. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Gubernur
Lampung Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penetapan Target
Triwulanan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2017, maka perlu menetapkan Perhitungan
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah sebagai dasar
Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi kepada
Pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung;

b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut
di atas, guna tertib administrasi, kepastian hukum serta
kelancaran pelaksanaannya, perlu menetapkan Perhitungen
Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Triwulan I Tahun
Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

2.Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah,;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; .

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
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9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011

tentang Pajak Daerah, sebagaiman telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2017;

1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;

2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 90 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung;

3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 10 Tahun 2017

tentang Penetapan Target Triwulanan Penerimaan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN

PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK
DAERAH PROVINSI TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI
LAMPUNG.

Penetapan Perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi
Triwulan I Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah Daerah
kabupaten/kota se-Provinsi Lampung meliputi Dana Bagi Hasil
Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermctor (PKB}, Bea Balik
Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB}, Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Air Permukaan (PAP)
untuk Triwulan ! Tahun Anggaran 2017.

: Penetapan Perhitungan dan besaran pembagian Dana Bagi Hasil

Pajak untuk masing-masing Pemerintah Kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu di atas dengan

rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi untuk
Triwulan 1 Tahun Anggaran 2017 kepada Pemerintah
Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud
pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Badan Keuangan
Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan yang
berlaku serta dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada
Gubernur Lampung.
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KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal % - 9- 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

. Menteri Dalam Negeri Rl di Jakarta;

. Menteri Keuangan RI di Jakarta;

. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Bupati/Walikota se- Provinasi Lampung;

. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
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PENETAPAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2017
KEPADA KABUPATEN /KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG

No KABUPATEN/KOTA PKB (Rp) BBNKE (Rp) PBBKB (Rp) PAP (Rp) TOTAL (Rp}

1

1 [ Kota Bandar Lampung 5,338,138,971.41 4,873,867,681.90 8,066,116,281.32 | 15,008,173.00 18,293,131,107.63
_—_2 Kota Metro 2,198,077,221.10 2,029,259,599,26 3,933,836,037.62 8,72 1,898.85 8,169,894,756.82
__3 Kabupaten Lampung Utara 3,033,850,550.12 2,836,034,712.28 6,485,804,433.07 9,390,426.00 12,365,080, 121.47

4 | Kabupaten Lampung Selatan 3,393,836,875.09 3,772,666,859.39 7,500,189,409.08 | 19,024,724.27 14,685,717,867.82

5 [ Kabupaten Lampung Barat 2,273,385,951.02 2,194,982,736.72 4,018,121,522.31| 66,180,818.85 8,552,671,028.90
e —

6 | Kabupaten Tanggamus B 2,764,590,433.17 2,501,428,029.45 4,586,994,756.07 | 28,648,629.95 9,881,661,848.63

7 | Kabupaten Tulang Bawang 2,683,526,252.10 2,532,636,602.01 5,119,435,716.85 10,400,593.46 10,345,999,164.43

8 | Kabupaten Lampung Tengah 4,468,323,521.01 4,347,891,083.92 7,985,746,3 19.23 18,458,135.38 '16,820,419,059.54
: 9 | Kabupaten Way Kanan 2,767,473,122.63 2,646,309,861.37 5,203,453,559.60 | 26,926,033.35 10,644,172,576.95
‘—;0 Kabupaten Lampung Timur 4,130,337,578.10 3,813,021,089.51 6,676,360,625.19 | 11,59 1,954.74J 14,631,31 1’247‘524]




11 | Kabupaten Pesawaran 2,397,664,767.72 |  2,327,037,887.09 | 4,509,500,582.48 12,407,982.27 0,246,611,219.56
12 | Kabupaten Pringsewn 2,410,560,311.86 | 2,202,221,526.51 | 4,619,737,816.64 8,721,808.85 9,331,241,553.86
13 | Kabupaten Tulang Bawang 2,117,044,412.00 | 2,111,521,037.68 | 4,061,212,288.04 8,721,898.85 8,208,499,636.57
14 | Kabupaten Mesuiji 2,054,119,609.43 | 2,010,453,883.13 | 3,686,532,687.95 8,721,898.85 7,759,828,169.36
| 15 | Kabupaten Posisir Barat 2,081,033,454.38 | 2,016,899,686.29 |  3,680,283,997.59 8,721,808.85 7,787,839,037.11
Jumlah 44,112,863,121.14 | 42,306,232,276.50 | 80,133,326,033.02 | 261,656,965.53 | 166,814,078,396.19
GUBERNUR LAMPUNG,

M 'RIDHOFICARDO



